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‘Umar ibn al-Khatthab, Interestingly, most of the breakthroughs were the result of the
administration, creativity of his thoughts, not from the textual guidance of the
government, Prophet Muhammad SAW. In fact, some of them are contrary
innovation to the policies of the previous period..

PENDAHULUAN

Sebelum masuk Islam, ‘Umar Ibn al-Khatthab adalah sosok yang sangat ditakuti. Wa-

taknya yang jujur sekaligus keras, fisiknya yang kuat, ‘ilmu kanuragan’-nya yang tinggi,

*) Artikel ini tersedia di: http://ejournal.algolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/172
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menjadikan kehadirannya sebagai momok yang menakutkan siapa saja. Bagi kaum mus-
limin, kebencian ‘Umar terhadap Rasulullah SAW serta ajaran Islam membuat posisi
mereka semakin tertekan. Di pihak lain, tidak seorangpun dari orang-orang kafir Makkah
yang berani membuat persoalan dengan ‘Umar. Itulah sebabnya, begitu dia memeluk Islam,
kaum muslimin, termasuk Rasulullah SAW sendiri, merasakan kebahagiaan yang sangat
mendalam. Sebab, dengan begitu, Islam akan memperoleh tambahan kekuatan yang sangat
berarti. Kalau sebelumnya kaum muslimin ketakutan untuk menyatakan keislaman mereka
akibat begitu gencarnya teror dan tekanan dari orang-orang kafir Makkah, maka sejak keis-
laman ‘Umar, mereka mulai memiliki keberanian untuk melaksanakan ajaran agama Islam
secara terang-terangan.' Tidak berlebihan jika suatu ketika ‘Abd Allah ibn ‘Abbas berko-
mentar bahwa “Islamnya ‘Umar adalah kejayaan, hijrahnya adalah pertolongan dan

pemerintahannya adalah rahmat”.?

Pada kenyatannya, sejak masa Rasulullah SAW hingga menjabat sebagai khalifah peng-
ganti Abu Bakr, ‘Umar memberikan banyak kontribusi yang sangat berarti bagi agama dan
masyarakat. Seringkali Rasulullah SAW. Meminta pendapatnya dalam menghadapi
berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Banyak dari pendapatnya disetujui Rasulullah
SAW, dan bahkan beberapa di antaranya ditanggapi langsung oleh wahyu Alquran.’ Keje-
niusan pikiran dan kecemerlangan gagasannya menempatkan posisinya pada jajaran teratas
di kalangan para sahabat. Bahkan, suatu ketika, Rasulullah SAW memujinya sebagai orang

4

yang “hati dan lisannya dijadikan oleh Allah SWT sebagai penyuara kebenaran”.

Ketika menjabat sebagai khalifah pengganti Aba Bakr, ‘Umar menghadapi berbagai
perkembangan sosial politik yang begitu kompleks. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas
dan masyarakatnya semakin plural sebagai konsekuensi logis dari berbagai upaya ekspansi
wilayah yang berhasil dengan gemilang. Di sini, secara cemerlang, ‘Umar melakukan

berbagai terobosan inovatif, yaitu dengan menformulasi sistem administrasi pemerintahan

" lbn Hajar al-‘Asqalant, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), him. 198.
Lihat juga Muhammad al-Khudlari Bik, Muhadlarat Tarikh al-Umam al-Islamiyyah, (Mesir: al-Mak-
tabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969), him. 198

2 Jalal al-Din al-Suyathi, Tarikh al-Khulafa®, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 1988), him. 90-
91

3 Misalnya, ketika istri-istri Rasulullah saw tengah melakukan aksi boikot akibat perasaan
cemburu terhadap beliau. ‘Umar segera mendatangi mereka dan memberi nasihat-nasihat. Tidak
lama kemudian, surat al-Ahzab (33) :30-32 turun dengan redaksi kurang lebih sama dengan redaksi
nasihat ‘Umar tadi. Lihat al-Suyathi, Tarikh al-Khulafa' ..., him. 96

4 Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-lmam Ahmad, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), him. 401
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yang modern meliputi, antara lain; bidang politik, yudikasi, ekonomi, dan kemiliteran. Da-
lam sejarah, ‘Umar dipandang sebagai peletak dasar pemerintahan modern dalam sejarah

Islam.?

Tulisan ini memaparkan langkah-langkah inovatif ‘Umar ibn al-Khatthab dalam bi-
dang administrasi pemerintahan, terutama yang berkenaan dengan aspek mekanisme poli-
tik, peradilan, ekonomi dan militer. Tentu saja semuanya tersaji dalam fokusnya sebagai

sebuah proses perjalanan sebuah alur sejarah tertentu.

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Periode “‘Umar identik dengan masa keemasan perluasan wilayah Islam (the greatest
conquest of Islam). Pada masa Abt Bakr, misi ekspansi Islam hanya mencapai sebagian wila-
yah Iraq dan Syria. Penyebabnya karena, ketika itu, Aba Bakr terlalu disibukkan oleh konflik
politik internal yang mengarah kepada disintegrasi bangsa, terutama yang disulut oleh para
pemberontak (ahl al-riddah). Sementara ketika ‘Umar menjadi khalifah, gelombang ek-
spansi semakin meluas.® Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina,
Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Konsekuensinya, berbagai persoalan sosial
politik semakin kompleks. Karena itu, ‘Umar segera membangun sebuah formula sistem
administrasi pemerintahan yang, sejumlah besar di antaranya, diadopsi dari sistem

pemerintahan yang sudah berkembang di Kerajaan Persia.’

Dengan wilayah Islam yang luas itu, ‘Umar merasa tidak mungkin menjalankan roda
pemerintahan secara langsung dari Madinah sebagai ibu kota Negara. Karena itu, dia segera
membagi wilayah yang luas itu menjadi 8 propinsi atau wilayah yaitu Makkah, Medinah,

Syria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Mesir dan Palestina, yang masing-masing dipimpin oleh

5 G.E. Von Grunebaum, Classical Islam: A History 600 A.D.-1258 A.D, (Chicago: Aldine
Publishing Company, 1970), him. 55

6 Dalam ungkapan Phipi K. Hitty, pada masa Ab{ Bakr, ekspansi Islam mulai menampakkan
pergerakannya; pada masa ‘Umar mencapai kejayaannya; sedangkan pada masa ‘All terjadi
kemacetan akibat adanya konflik politik internal. Lihat, Philip K. Hitty, History of The Arabs from the
Earliest Times to the Presents, (London: The Macmillan Press Ltd., 1970), him. 175

" Pengadopsian ini diindikasikan secara kuat oleh, antara lain, pemakaian kata diwdn sebagai
penyebutan istilah departemen yang dibentuk oleh ‘Umar. Kata diwdan berasal dari bahasa Persia
yang artinya adalah buku, daftar, atau alat penyimpanan data sijl. Lihat, Philip K. Hitty, History of
The Arabs..., him. 172. Lihat juga Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah I,
(Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), him. 37
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seorang gubernur sebagai wakil khalifah di tingkat daerah. Tiap propinsi memiliki ibu kota
serta dibagi menjadi beberapa kabupaten (iglim) yang masing-masing dikepalai oleh

seorang amir.}

Para gubernur diberi tugas dan wewenang yang, kurang lebih, sama dengan yang dil-
akukan oleh khalifah, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, peradilan, pertahanan dan
keamanan. Bahkan, seorang gubernur juga bisa bertindak sebagai panglima tertinggi militer
daerah dan melakukan ekspansi wilayah.” Namun sebagaimana yang dinyatakan oleh
Sulaiman al-Thamawi, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh ‘Umar masih bersifat sen-
tralistik (markaziyyah). Semuanya harus berada dalam pengawasan dan tiap daerah harus
melaporkan serta mempertanggungjawabkan segala program kerjanya kepada pemerintah
pusat di Madinah. Mengapa sentralistik? Menurut al-Thamawi, kondisi saat itu tidak
memungkinkan bagi ‘Umar untuk menerapkan sistem desentralisasi kekuasaan (la

markaziyyah) atau otonomi daerah. Simak pernyataan al-Thamawi berikut ini'’:

e 13 jae o) b oS! G 23S glaol sae e § Apadlaadll Aol g b b sl

& o gl Apalidl sia LSl Lo waly oLl (3 Wlie 4 aes 585 Y Ly lata L3S ye Liglad
Vol T L8 13) (L ¥ Ly Lape (6551 Bliwg yas plal (S5 o 4l s LSy e Lagdsg 3oLeall
Ol Ogalud! ¥y o g llazl W ol ol bl e dolall diaSiag Aaglall oy § collald) 583
el (el oda § Slizmas (0 l9dae Lo lgady

Saat itu, wewenang ‘Umar tidak hanya terbatas pada wilayah administratif-birokratis,
namun juga merambah pada pengawasan aspek moral para pejabat bawahannya. Dalam
aspek administratif, seperti dijelaskan oleh M. A. Shaban, ‘Umar berupaya untuk mengopti-
malkan kinerja para gubernur itu di daerah-daerah, meskipun masih tetap berada dalam
pengawasan pemerintah pusat. Untuk itu, dalam memilih dan mengangkat seorang gu-
bernur, ‘Umar menetapkan kriteria bahwa orang tersebut harus memiliki jiwa kepemimpi-
nan yang selaras dengan ajaran Islam. Hanya saja, ketika mengangkat ‘Ammar ibn Yasir
sebagai gubernur Kufah dengan alasan bahwa ia adalah orang yang mempunyai dedikasi

yang tinggi terhadap Islam, ‘Umar tidak mempertimbangkan bahwa ‘Ammar masih awam

8 Sulaiman Muhammad al-Thamawi, ‘Umar ibn al-Khatthab wa Ushil al-Siyasah wa al-ldarah
al-Haditsah: Dirasah Mugqadrinah, 11, (KAiro: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), him. 314-315

9 Ibid

10 al-Thamawi, ‘Umar ibn al-Khatthab..., him. 288
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dalam menjalankan roda pemerintahan (novice in the art of government). Seharusnya,
‘Umar memilih orang yang punya penngalaman politik, seperti ketika mengangkat al-
Mughirah ibn Syu’bah sebagai kepala daerah Tsaqif. Meskipun, sayangnya, orang yang dise-
but terakhir ini tidak begitu bagus reputasi keagamaannya. Simak penjelasan Shaban berikut

ini:

“If ‘Umar had difficulty in establishing control over the governors in the provinces, it
was in fact equally difficult for the provincial governors to assert their power. ‘Umar
attempted to enforce both the governor’s power and his own by initiating what can best
be described as Islamic leadership. This involved appointing men whose distinction
stemmed from their devotion to Islam, men of the caliber of ‘Ammar b. Yasir whom
‘Umar appointed governor of Kufah. However, the attempt failed, for ‘Ammar was
clearly novice in the art of government. ‘Umar had to fall back upon seasoned politi-
cians, like al-Mughira b. Syu’ba of Thaqif, despite his Shaky reputation as a good prac-

ticing muslims.”’

Sementara dalam aspek moral, ‘Umar sangat ketat dalam mengawasi perilaku para
pejabat bawahannya. Jika ada yang menyalahgunakan wewenangnya, maka ‘Umar segera
mengingatkan bahkan tidak segan-segan memberi sanksi yang relatif berat. Salah satu
langkah ‘Umar, dalam hal kontrol moral ini, adalah instruksinya agar setiap gubernur dan
amir harus melaporkan kekayaannya secara berjangka. Jika ternyata kekayaan tersebut
melebihi kadar tertentu, maka sisanya akan disita oleh negara. Sebagai contoh ‘Umar pernah
menyita kekayaan Gubernur Mesir ‘Amr ibn ‘Ash yang melebihi kadar tertentu.'” Sebuah
fakta yang menunjukkan bahwa ‘Umar adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang
menetapkan peraturan audit kekayaan para pejabat. Menyinggung wewenang ‘Umar ini,

G.E. Von Grunebaum menyatakan:

«>

Umar did more than any other chaliph to formulate a sistem of government; it might
be described as an Arab-muslim theocracy. It was conducted from Medina, which was
its moral and administrative centre, but it allowed considerable independence to the

provincial authorities”."”

" MA. Shaban, Islamic History: A New Interpretation Part | (A.D. 600-750/A.H. 132),
(Melbourne: Cambridge University Press, 1971), him. 58

12.K. Ali, Studies in Islamic History, (New Delhi: Idarah —I Adabiyati, 1980), him. 143-144

3 Grunebaum, Classical Islam..., him. 55
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BIDANG EKONOMI

Selain politik, ‘Umar juga bisa dikatakan, adalah orang yang mula-mula menyusun se-
buah formula sistem yang maju dan terorganisir. Ada dua lembaga yang dilakukan oleh
‘Umar dalam hal ini: (1) Departemen Keuangan (Bait al-Mal) dan (2) Distribusi Kelebihan
Pendapatan Negara.

1. Departemen Keuangan (Bait al-Mal)

Pada masa sebelum ‘Umar, Bait al-Mal hanya berfungsi sebagai pusat pendistribusian
pendapatan Negara. [tupun dilakukan secara langsung. Artinya, seluruh harta yang dikuasai
langsung dibagi-bagikan kepada yang berhak. Sementara ketika ‘Umar berkuasa, pema-
sukan Negara semakin banyak akibat semakin luasnya wilayah yang berhasil dikuasai oleh
Negara. Dibentuknya sistem pemerintahan yang terorganisir juga menuntut pengaturan
keuangan yang lebih baik. Atas dasar ini, ‘Umar segera mendirikan lembaga yang disebut
Bait al-Mal atau kas Negara yang berada di bawah pengawasan pejabat keuangan yang dise-
but dengan Shahib Bait al-Mal. Selain di Madinah sebagai pusat pemerintahan dengan ‘Abd
Allah ibn Arqam sebagai pejabat pengawasnya, di propinsi-proinsi juga didirikan lembaga

yang sama di bawah pengawasan pemerintah daerah.'*

Adapun yang menjadi sumber pemasukan Bait al-Mal adalah: (1) zakat, (2) jizyah, pa-
jak yang diwajibkan kepada kaum non muslim yang dilindungi oleh Negara, (3) Kharraj,
pajak tanah, (4) Khums, bagian seperlima dari harta rampasan perang (ghanimah) untuk
kas Negara, (5) Fai', keuntungan material dari penaklukan wilayah tanpa melalu pepe-
rangan, dan (6) ‘usyr, pajak yang diwajibkan kepada orang Islam yang memiliki tanah yang
luas. Seluruh pemasukan kekayaan Negara itu disimpan dalam Bait al-Mal yang kemudian

dibelanjakan untuk berbagai keperluan Negara dan masyarakat.'®

2. Distribusi Kelebihan Pendapatan Negara

14 K. Ali, Studies in Islamic..., him. 143
15 al-Thamawi, ‘Umar ibn al-Khatthab..., him. 171-177
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Setelah berbagai keperluan Negara dan kepentingan perang telah terpenuhi maka si-
sanya dibagikan kepada kaum muslimin. Di masa Aba Bakr, distribusi kelebihan pendapa-
tan Negara sebenarnya sudah dilakukan. Namun, ada perbedaan operasional dengan masa
‘Umar. Di masa Abu Bakr, seluruh lapisan masyarakat, tanpa melihat perbedaan status
agama, sosial, dan strata prestasi tertentu, mendapat jatah yang sama. Namun, periode se-
lanjutnya, ‘Umar membuat tiga strata yang masing-masing memperoleh jumlah jatah yang
berbeda, yaitu: (1) orang-orang yang memeluk Islam sebelum penaklukan Makkah, (2)
orang-orang yang memeluk Islam paska penaklukan Makkah, dan (3) kaum muslimin

secara umum.'®

Dengan stratifikasi seperti ini, maka sensus penduduk pun menjadi precondition yang
sangat penting. Dan sensus yang dilakukan pada ‘Umar ini adalah sensus pertama yang ter-
catat dalam sejarah. Hasilnya:

a. Para janda Rasulullah SAW, seperti ‘Aisyah dan Hafshah, menempati posisi tertinggi,
dengan penerimaan santunan sebesar 12.000 dirham pertahun.

b. Bekas tentara Perang Badr memperoleh 5.000 dirham pertahun

c. Kelompok Muhajirin dan Anshor yang memeluk Islam sebelum perang Badr namun
tidak ikut berperang, mendapat 4.000 dirham pertahun. Sedangkan anak-anak mereka
memperoleh jatah 2.000 dirham pertahun. Sementara penduduk Makkah yang lain mas-
ing-masing menerima 800 dirham pertahun

d. Kaum muslimin lainnya menerima 400-600 dirham atau 200-300 dirham pertahun. Se-
mentara anak-anak yang masih menyusu masing-masing menerima 100 dirham per-

tahun.'”
Data-data ini juga bisa kita dapatkan dari penjelasan Philip K. Hitti berikut:

“In order to accomplish the distribution, a census became necessary, the first census rec-
orded in history for the distribution of state revenue. ‘Aishah headed the list with a pen-
sion of 12.000 dirhams a year. After the ahl al-bait (the prophet’s family), came the Im-
migrants and Supporters, each with a subsidy according to his precedence in the profes-
sion of the new faith. About 5000 or 4000 dirhams per annum was the average allotment
to each person in the category. At the bottom, came the mass of Arabian tribes arranged
in the register according to military service and knowledge of the Koran. The minimum

6 Khuda Bakhsh, Politic inlslam, (Delhi: Idarah-I Adabiyati, 1981), him. 19
17 al-Thamawi, ‘Umar ibn al-Khatthab..., him. 180-184
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for an ordinary warrior was 500-600 dirhams; even women, children and clients were

included in the register and received annuities ranging from 200-600 dirhams.™®

BIDANG PERADILAN

Menurut sebuah riwayat, pada masa Aba Bakr, urusan peradilan diserahkan kepada
‘Umar selama lebih kurang dua tahun. Sepanjang dua tahun itu tidak terjadi pengajuan
gugatan kepada pengadilan mengingat sosok ‘Umar yang keras dan berwibawa dan karak-
teristik pribadi muslimin pada umumnya yang relatif tidak suka melakukan gugat

menggugat di antara mereka."”

Namun, setelah —pada masa ‘Umar—wilayah Islam semakin luas, masyarakat semakin
plural dan persoalan sosial semakin kompleks, maka tidak mungkin segala prosedur peradi-
lan hanya ditangani oleh satu orang. Menyadari hal itu, pertama-tama, ‘Umar segera mem-
isahkan antara kekuasaan peradilan (lembaga yudikatif) dan kekuasaan pemerintahan (lem-
baga eksekutif). Pemisahan ini ditandai dengan pelimpahan tugas secara langsung kepada
beberapa orang sebagai hakim (gadli) di berbagai daerah, seperti Abtaial-Darda’ di Makkah,
Syuraih ibn al-Harits al-Kindi di Kufah, Aba Misa al-Asy’ari di Bashrah, Qays ibn Abi al-
‘Ash al-Sahmi di Mesir dan ‘Ubadah ibn al-Shamit di Palestina.?

Namun, pemisahan kekuasaan ini nampaknya tidak bersifat mutlak. Pada ken-
yataannya, ‘Umar masih sering terlibat dalam berbagai persoalan peradilan. Pemisahan ter-
sebut sifatnya hanya delegation of authority di daerah-daerah. Sementara di wilayah pusat,
peran ‘Umar dalam urusan peradilan masih sangat besar. Misalnya, ‘Umar tidak member-
lakukan sanksi potong tangan terhadap pencuri dengan alasan musim paceklik, memberla-
kukan talak tiga dalam satu majlis sebagai talak ba'in, dan sebagainya. Semuanya menjadi
bukti bahwa pemisahan kekuasan peradilan dari kekuasaan pemerinthan hanya berlaku di

daerah-daerah, sementara di pusat, peran ‘Umar masih sangat menentukan.

'8 K. Hitty, History of The Arabs..., him. 172
19 al-Thamawi, ‘Umar ibn al-Khatthab..., him. 324
20 al-Khudlari Bik, Muhadlarat Tarikh..., I, hlm. 8-9
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BIDANG KEMILITERAN

Bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam menuntut diadakannya peningkatan
efisiensi dan efektivitas termasuk dalam bidang kemiliteran. Untuk itu, ‘Umar menformu-
lasikan sistem organisasi pertahanan dan keamanan yang disebut Diwan al-Jaisyi (Departe-
men Ketentaraan). Tugasnya adalah mendaftarkan semua personil militer dengan menstrat-
ifikasi mereka ke dalam kategori: (1) tentara professional yang ditempatkan di pos-pos per-
tahanan di daerah-daerah; dan (2) tentara cadangan yang masing-masing diberi gaji/tun-

jangan proporsional.?!

Untuk merealisasikan semua program, departemen ini memberlakukan peraturan
yang khusus. Sebagaimana dipaparkan oleh Philip K. Hitty ““Umar tidak memperbolehkan
para tentara itu mendapatkan tanah di negeri-negeri yang telah ditaklukkan, sebab hal itu
akan menyebabkan kekuatan militer menjadi lemah dan pemasukan kas Negara menjadi
berkurang. Urusan pengolahan tanah diserahkan sepenuhnya kepada penduduk setempat
di bawah pengawasan pemerintah daerah. Bahkan ‘Umar juga melarang mereka tinggal ber-
sama penduduk kota, melainkan harus tetap tinggal di pos-pos pertahanan. Hitty men-

erangkan:

“With this view the Arabian moslems were not to hold or cultivate landed property
outside the peninsula. In the peninsula itself the native who owned land paid a kind of
a tithe (‘usyr) thereon. Accordingly the Arabian conquerors in Syria first left in camps:
al-Jabiyah, Hims, Amwas, Tabariyah, (for the Jordan district) and al-Ludd (Lydda)
and later al-Ramlah for the Filasthin (Palestine) district. In Egypt they settled in al-
Fustat and the Alexandria camp. In al-‘Traq the newly built al-Kufah and al-Bashrah
served as headquarters. In the conquered territories the subject people were left in their
professions and the cultivation of the soil, occupying an inferior status and regarded as
a kind of reserve for the benefit of moslems.”**

PENUTUP

Dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat itu, ‘Umar ibn al-Khatthab telah

banyak melakukan terobosan inovatif termasuk yang berkaitan dengan administrasi

21 7arkasyi AS., dkk., ‘Umar ibn al-Khatthdb dan Ayat al-Quran tentang Rajam, (Yogyakarta:
Lembaga Riset dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1986), him. 37-38
22 . Hitty, History of the Arabs..., him. 167-170
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pemerintahan. Semua itu dilakukannya dalam rangka menjawab perkembangan yang se-
makin cepat dan kompleks seiring semakin luasnya wilayah Islam dan semakin pluralnya
sosio buadaya masyarakat. Yang menarik, kebanyakan dari terobosan-terobosan itu meru-
pakan hasil dari kreatifitas pemikirannya, bukan dari tuntunan tekstual Nabi SAW. Bahkan,
beberapa di antaranya justru berlawanan dengan kebijakan-kebijakan periode sebelumnya.
Sudah pasti semua harus dipahami sebagai langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi

kondisi waktu itu, terlepas dari ketepatan dan kesalahannya. e
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